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PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 183 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 100 TAHUN 2014 TENTANG
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN, PERSYARATAN DAN PEMBAYARAN

ANGSURAN SERTA PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur NCJmor 100 Tahun 2014 telah
diatur mengenai tata cara pengajuan permohonan, persyaratan dan
pembayaran angsuran serta penundaan pembayaran pajak;

b. bahwa dalam implementasi pengajuan permohonan, persyaratan dan
pembayaran angsuran serta penundaan pembayaran pajak, terdapat
ketentuan mengenai pengajuan permohonan pembayaran angsuran
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terutang yang
memberatkan wajib pajak, sehingga perlu dila,kukan penyempurnaan
atas Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2014;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2014 tentang Tata Cara
Pengajuan Permohonan, Persyaratan dan Pembayaran Angsuran
serta Penundaan Pembayaran Pajak;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
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5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun2007 tentang Pemerintahan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 . tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang.Aparatur Sipil Negara;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 91. Tahun 2010 tentang Jenis Pajak
Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau
Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011;

13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum
Pajak Daerah;

15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor;

16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel;

17. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;

18. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir;

19. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah;

20. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;

21. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

22. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

23. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2009 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak;

24. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pernbentukan
Organisasi Unit Pelayanan Pajak Daerah;
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25. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2013 tentang Pelayanan
Terpadu Pembayaran Pendapatan AsH Daerah Melalui Bank;

26. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah;

27. Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2014 tentang Tata Cara
Pengajuan Permohonan, Persyaratan dan Pembayaran Angsuran
serta Penundaan Pembayaran Pajak;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 100 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA
PENGAJUAN PERMOHONAN, PERSYARATAN DAN PEMBAYARAN
ANGSURAN SERTA PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK.

Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2014
tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan, Persyaratan dan Pembayaran
Angsuran serta Penundaan Pembayaran Pajak, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal2

(1) Objek Pajak Daerah yang dapat dimohonkan untuk angsuran
pembayaran pajak, meliputi jenis pajak:

a. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

b. Pajak Hotel;

c. Pajak Hiburan;

d. Pajak Parkir;

e. Pajak Restoran;

f. Pajak Air Tanah; dan

g. Pajak Bum! dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

(2) Dihapus

2. Pasal 4 dihapus.

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) d!ubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal6

(1) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
dapat diberikan paling banyak 6 (enam) kali angsuran secara
berturut-turut dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

(2) Selain angsuran sebagaimana dimaksud p<lda ayat (1), Kepala
Dinas Pelayanan Pajak dapat menetapkan persyaratan tertentu
untuk memberikan angsuran pembayaran pajak sampai dengan.
12 (dua belas) kali angsuran secara berturut-turut dalam jangka
waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
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4. Oi antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni
Pasal12A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal12A

Terhadap wajib pajak yang telah diberikan keputusan atas angsuran
atau penundaan kewajiban pembayaran pajak, maka wajib pajak
tersebut tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan
atau pembebasan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan.

Pasalll

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2014

PIt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSi DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 71039
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